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ABSTRAK

Di Indonesia, meskipun marital rape (perkosaan dalam perkawinan) tidak dijelaskan
secara spesifik, namun terdapat peraturan perundang-undangan Indonesia yang
mengatur hal tersebut. Indonesia menggolongkan perkosaan dalam perkawinan
sebagai delik aduan artinya tidak dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan
korban. Lain halnya dengan Singapura, Singapura jelas cuma mengatur pemerkosaan
secara luas. Pemerkosaan di Singapura adalah kejahatan yang dapat dilakukan
penangkapan tanpa surat perintah. Di singapapore penal code sebelum amandemen
tidak mengakui pemerkosaan oleh suami terhadap istri kecuali beberapa ketentuan.
Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tindak
pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan
Singapura? 2.Bagaimana perbandingan pengaturan tentang tindak pidana perkosaan
dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan Singapura? Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum.normatif yakni menggunakan sumber bahan
hukum berupa peraturan| perundang-undangan dan’ Kepustakaan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu
pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan
dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu, juga
digunakan pendekatan komparatif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan
membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara dengan undang-
undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Adapun yang
menjadi tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan
Singapura 2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan tentang
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan
Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan marital rape di
Indonesia dapat ditemukan dalam UU PKDRT, UU TPKS dan UU No. 1 Tahun
2023. Sementara itu, pengaturan Singapura terkait marital rape dapat ditemukan
dalam Pasal 375 aet 15 of 2019 Singapore Penal Code. Perbedaan mendasar
pengaturan marital rape kedua negara dapat ditemukan pada subjek dan objek terkait
tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Di Indonesia secara umum tidak
membedakan subjek/objek berdasarkan gender. Sedangkan Singapura hanya melihat
bahwasanya yang dapat menjadi subjek-atau pelaku yakni-ialah laki-laki dan yang
dapat menjadi objek/korban ialah perempuan. Baik Indonesia maupun Singapura
sama-sama tidak mendefinisikan secara jelas mengenai marital rape (perkosaan
dalam perkawinan), namun kedua negara melihat bahwa pemaksaan untuk
berhubungan seksual ialah kejahatan.
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